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berfokuskan pada service. Sejauh ini pihak PT,
Angkasa Pura | sudah berusaha memberikan
pelayanan terbaik kepada para penumpang dengan
adanya aviation security (avsec) sebagai front liner
sebagai ujung tombak pelaksana teknis di lapangan,
yang pertama kali di lihat sebagai cerminan bandar
udara adalah pelayanan yang di berikan yang
tentunya mendukung jalannya proses kebijakan yang
telah di buat oleh pimpinan PT. Angkasa Pura

S. PENUTUP
Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa dalam
prakicknya, silent announcemenmt tidak berart
meniadakan pengumuman sama sckali, akan letapi
akan dikurangi intensitas peng) Jikat y
setiap pencrbangan sda 7 kali pengumuman dengan
dua bahasa, yaitu Bahasa Inggris dan Indonesia, maka
dengan pencrapan Silent  Airport melalui  silent
nt ini nantinya hanya akan ada 3
pengumuman, yaitu boarding call, panggilan terakhir
untuk penumpang yang belum masuk ke pesawat, dan
rmgumuman umum scpcm jika terjadi penundaan
ghatan Denpan apkannya konsep silent
announcement ini, maka PT Angkasa Pura | akan
memperbanyak display boarding pass. Para pengguna
Jasa penerbangan harus membaca informasi pada
boarding pass dan lebih senng membaca layar
informasi  pencrbangan, tidak lagi
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pengumuman alau announcement di bandar udara
Kebijakan tersebut membuahkan pro dan kontra, ada
beberapa  kalangan  yang  menilai  berpotensi
menyulitkan para tunanetra pengguna jasa bandar
udara yang tak lain merupakan bentuk diskrimimasi

layanan bagi pang dengan kebutuhan khusus.
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ABSTRAK !

Smcrglm yang dllakukan olch pemcnntah pusat dan pemerintah daerah melalui partisipasi masyarakat secara
hap telah p A dalian, pencegahan dan penyelesaian berbaga: kasus konflik di Aceh
Pemah ilah lah dn.n pendn:kaun yang tepat dalam menyelesaikan koaflik, pada gilirannya sudah
mcmperhhnlkan hasil yang signifikan, berupa peningkatan kepercayaan kepada pemcﬂn.ah, saling percaya antar
kelompok yang lebih besar serta peningkatan kedewasaan masyarakat dalam melihat setiap permasalahan sosial
politik yang muncul. Salah satu pencapaian terpenting dalam bidang politik tahun 2005 adalah disctujuinya MoU
Helsinki melalui kescpakatan damai antara pemerintah RI dengan GAM. Yang telah mclibukzn banyak
komponen masyarakat dalam per Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentahg n Acch
Realisasi kesepakatan damai sudah mulai diterapkan sccara bertahap antara kedua belab '.ulnk dan timbal balik.
Fokus penyelesaian konflik adalah membangun konsensus dan kepercayaan melalui nickanisme kelembagaan
jaringan sosial politik, p gahan dan penyelesai konﬂik. lalui dialog dan perdamaian. Partisipasi
masyarakat dalam | ba 1 kepercayaan dan penyelesaian konflik, melalu:

gunan merupak
proses penguatan kelembagaan politik dan hukum dlhmpkan dapat menghindatkan tindakan-tindakan
kekerasan dan anarki yang menimbulkan perpecahan dan trauma sosial yang mendalam, sckaligus memberikan

sumbangan pada proses demokratisasi yang sedang berlangsung secara nasional

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Kebijakan, Pemerintahan Aceh

1. PENDAHULUAN

Konflik politik yang berkepanjangan di Acch telah
mengakibatkan korban ribuan nyawa rakyat sipil,
TNLUPolri serta GAM, dalam masa lersebut, proses
menuju perdamaian terus dilakukan baik Kkarena
desakan civil society maupun pihak Internasional,
berbagai  perundingan  dilaksanakan  mulai  dari
perundingan  jeda kemanusiaan tahun 2001,
Cessation of Hosullities  Agreement  (CollA),
penghentian  permusuhan  tahun 2002 yang
difasilitasi oleh Hendry Dunant Center (HDC),
namun perundingan-perundiangan  tersebut belum
mcmbmhkan hasil perdamaian bahkan selalu
d b dan kegagal

‘Bencana alam dan gempa bumi dan tsunami
pada  Tanggal 26 desember 2004  telah
mengakibatkan terpuruknya kondisi masyarakat
Acch. Bencana tsunami telah melululantakkan Acch,
ratusan ribu nyawa masyarakat Acch melayang.
Dampak Tsunami telah merubah pola pikir
pemerintah dan GAM terhadap konflik. Kedua pihak
bersepakat untuk melakukan perundingan kembali
membahas penyelesaian konflik Acch.

Sectelah perudingan yang sangat panjang,
akhirnya pada tanygal 1S Agustus 2005, Pemerintah
RI dan GAM menandatangani Memorandum  of

Understanding (MoU) atau nota  kesepahaman, di
Helsinki, Finlandia yang difasilitasi olch Crisis
Mnnagcmcn! Initiative (CIAI), Pimpinan Marti
Ahtisaari Presiden Finlandia. MoU tersebut
menjadi cikal bakal lahimys Undang-Undang baru
di Aceh. Ada enam poin peating yang menjadi
substansi MoU RI dan GAM diantaranya, 1)
Penyclengaraan Pemerintaben di Aceh (Governming
of Aceh). 2). Hak Asiki manusia ( Human Right) 3).
Amnesti dan  Reintegrasi  dalam  Masyarakat (
Amnesty  and  reintegration  into  sociery). 4)
Pembentukan misi monitoring Aceh ( Establishmerd
of the Aceh monitoring mission). 6). Penyelesaian
persclisihan (dispure settlen vnt).

Salah satu bentuk dari Otonomi yang
diberikan olch pemerintah pusat kepada pemenntah
Acch, sckarang ini adalah dengan lahimya Undang-
undang pemerintah Aceh (UUPA), schingga
memberikan diskresi kewenangan yang cukup besar,
baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten /Kota,
kebijakan tersebut memang berbeda dengan daerzh
lain di Indonesia. Sehingga merupakan tantangan
besar bagaimana pemerintahan Aceh secara sinergis

mampu mengoptimalkan  segala peleang  yang
terpambar - melalui  diskresi  kewenangannya.
schingga  dapat manpercepat  terwujudnya
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kesejahteraan  masyarakat,  keadilan  serta
perlindungan tcrhadap hak asasi manusia secara
abadi. Pasca konflik dan bencana tsunami yang
tejadi dv Aceh telah menumbuhkan solidaritas
scluruh poiensi bangsa entuk membangun kembali
Aceh  yang lebih  berkeadilan, sejahlera dan
demokrutis serta bermartabat. Hal ini dibuktikan
dengan lahimya memorandum of undersianding
(MoU) Helsinki, yang merupakan suatu tonggak
baru pertanda terwujudnya perdamaian di Nangroe
Acch Darussalam, schingga menjadikan Aceh lebih
terbuka dan nidak terisolasi dan akses luar

Keterlibatan publik dalam perumusan dreft
!-um‘ang:m Undang- Undang Pemenintahan i\uh

kan buka ruang aktualisasi dan
euwtﬂ masy an.lv.lL Penglibatan publik oleh DPRD
Aceh  dimulai  dan  pengundangan  berbagai
komponen dan stakeholder yang mengetahui tentang
dasar permasaahan di Acch. Agenda brainstorming
substansi RUU PA imi merupakan upaya untuk
menpajak  publik  mengkniist dan  memberikan
masukan usulan akan scluruh drafl yang sudah ada
di DPRD Acch Jika menganalisis sctiap kebijakan
dalam UUPA, maka akan membuka peluang,
tantangan, sckaligus ancaman jika tidak mampu
dijalankan secara maksimal

2. TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Esensi sebuah Negara yang demokrasi adalah dani
tinghal partisipasi masyarakat yang  mengingat
betapa pentingnya keberadaan demokrasi, maka
memadihannya sebagar grand problem wlau issu
sentral dalam pengelolaan kehidupan  bemegara
Dewasa 1 bahkan issu tersebut sering dijadikan
prasyarat  dalam  kemitraan antar Negara  dan
komunitas Intemasional yang beradab. Eksistenst
dari demokrasi tidak cukup  hanya dengan tenera
dalam konsep Yang tersimt dalam ideologi dan
Konstitust suatu  Negara yang  hanya  beruifat
formahistik

Wajud  dani demokrase  yang  diharapkan
dalam suatu Negara adalah demokrasi dalam artian
materil  dan subtansial,  yaitu sebaga actual
government mechamsm atau demokrasy n action
vang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan
dalam sepala levelnya, yang secara akuf mehibatkan
partisipasy masyarakat. Hal i penting dilakukan
karena esensi demokrasi adalah adanya partisipasy
masyarahat yang optimal dalam sctiap kebijakan
publik. Secara harfiah, demokras) berasal dan kata
“demos” yang berarti rakyat, dan “cratein” yang
berarti kehuasaan. Kalau hedua termunologi tersebut
dipadukan, maka menjadi  kekuasaan  rakyat
Schingza demokrasi sdalah Kekuasaan dari rakyat
untuh mkyat dan olch rakyat Dari pengertian
tersebut dapat dipahami batvwa rakyvat adalal segala-
galanyva, yans memilibe kedudukan tertingg dalam
menentuban arh dan tupaan Negara yanz headak di
capa

-

Menurut Dror merumuskan kebijakan public
(public policy) dengan makna policy's whatever the
government choose to do or not te do, yaiu,
kebljakan yang telah dipilih oleh pemerintah dapwst
dilakukan dan dapat ditinggalkan sesuai dengan
aspirasi masyarakal. Namun sangat disayangkan
munculnya kebijakan sering dilatar belakangi olch
kepentingan  kelompok-kelompok  terientu  atau
conflic interest, maka kebijakan hanya schatas teks
tampa mampu direalisasikan dalam wujud kontcks
Proses pembuatan kebijakan tidak menjadi menank
manakala yang metnpunyai kewenangan atas proses
pemutusan kebijakan adalah para legislatif dan pihak
cksekutif gas dasar mandat dan rakyat Akibatnya
yang terjadi adalah masyarakat menjadi p ton di
pingglr a*:na pembuatan kebijakan, dan hanya
berperan lak schagai pencrima manfast dan juga
yang dimasfaatkan oleh para pembuat kebijakan.

Parusipasi masyarakal yang ideal dilakukan
apabila scuap proses tahapan manajenial suatu
kegiatan diy'am rangka perumusan dan implementas:
chijuhn.‘ dimulai  dan  whap  perencanaan
(planning).. pengarahan  (directing), koordinasi
(coordinating), pelaksanaan (implementing), penga-
wasan (copfrolling) dan penilaan  (evaluating)
Bahkan ajdanya pengajuan  keberatan terhadap
berbagai Kebijakan pemerintah  yang  berkatan
dengan kepentingan umum. Maka yang menjadi
kendala falah  bagaimanakah  bentuh  atau
mekanisme; weal dan  perwujudan  partisipasi
mnymk:ll" sedangkan selama ini proses partisipasi
masyarakat) hanya seba'as  sosialisasi rancanpan
kebiyjakan, proaktf  menjanng  aspirasi,  public
hearing, duduk  sama dan membahas  bersama,
menenma saran masukan kntik, sedangkan pada
hasil akhir dan  keputusan adalah  bedasarkan
keputusan eht poliuk, walaupun istilah button up
sudah berjalan namun realitanya keputusan tetap
lahir dengan top down, maka tdak mustahil jika
scbuah  kebyakan ndak  benjalan  karena  dan
perumusan yang sudah salah sampar keputusan akhir
kurang mencerminkan aspirasi rakyal

Reformast  dewasa imi,  pasca  runtuhnya
Rezim Orde Baru, harus diakui baliwa kemajuan
utama vang telah di capa adalah berhembangnya
dengan  pesat demokratisas) serta perungkatan
partisipass  masyarakat.  Tuntutan  keikutsertaan
masyarakat  merupakan salah satu pilar  guna
muwujudkan  good governance  Scbhaga buku
konkrit yang sudah mehbathan masyarakat sebaga
mitra pemenintah yang tercantum dalam Undang-
undang Nomor 41 Tahun 1999, secara lebih strategis
Juga dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 10
Tahun 2004 tentang  Pembentukan  Peraturan
Perundang-undangan,  yang  mengatur  tentang
paruisipast masyarakat  konteks teoni serta honsep
partisipast yang teagah berkembang, maka patut
dipertmbanchan antuk mendalami kembali apakah
borho e convas yang dilakukan oleh pemerint shan
dacrah svliva melibathan masyarbar <o
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penerima layanan, scharusnya otonomi memberikan
pﬂnnlwmn tqud.l pemerintah  daerah untuk

B apa yang dibutuhkan
m.nyluht u-na masyarakat juga sadar bagaimana
memanfaathan  ruang  untuk  mengartikulasikan
kep gan dan kebutuhannys kepada pemerintah
dacrah  lal i yang  semestinya  harus
dikembangkan bagi dacrah agar terciptanya keadilan
bagi semua.

Ada beberapa problem dalam  pembentukan
masyarakat evil sociery, dikarenakan rendshnya
senmy of tolerance menjadi persoalan laten yang musti
diprionitaskan penyclesaannya, Persoalan-persoalan
ini bisa di ketahui adalah sebagai imbas dan
penyelenggaraan tata kenegaraan dan pemernintahan
pada masa lalu yang tidak demokrans dan udak
menghormali peran serta partisipasi masyarakat di
dalam penyclenggaraannya  Kemudian mentalitas
masyaraskat Indonesia berada dalam  sistem  dan
mekanisme  ketergantungan  kepada  pemenntah
Untuk ttulah maka diperfuban  scbuah  strategi
terpadu  dalam  ranpka  menyelesaikan  apgenda
persoalan tersebul  Penyadaran dan peningkatan
kenegaraan yang terdin dan  partisipasi  dalam
perencanaan,  pelaksanaan  monitonng.  dan
controlling/evaluasi, monitoning  Kinerja  institusi
publik dan upaya rck liasi yadi  agenda
mendasar  yang mesti dilakukan munculnya
kcbu.\l..m tentang  otonomi  dikarenakan adanya

inan dacrah-dacrah di Ind untuk dapat
mcm:hLl kewenangan secara penuh  di dalam
melakukan pengelolaan potensi dacrahnya, baik
dalam aspek politk maupun sumber daya alam

Secara gans besar dapat dundenufikasikan
ada dua pokok permasalahan yang melatarbelnkang:
hemgman  dacrah-daerah  untuk  bisa  mendapat
hewenangan terschut, perfama, hetidak adilan politik
di mana  udak  terdapatnya  ruang-ruang - yang
diperuntukkan  terhadap  parusipasi  masyarakat
dalam penentuan setiap kebijakan yang diberlahukan
oleh pemenntah sebagar penyelengeara kebyakan
Artinya masyarakat selama i hanya  sehatas
dyadiban sebagar obyek dane pembangunan, serta
dyadihan  sebagar lewinimast pohth pada saat
pemilibian umum, tampa diberiban kantrol terhadap
segala sesuatn yang dilakukan oleh penyelenggara
negara. Aedua, hetidak adilan ekonomi. sistem
ekonomi yang diteraphan oleh pemenntah tudak
mampu menjawab  Kelimpangan  yang tenadi &
tengah-tengah masyarkat, schingpa tengadt Tricle
downeffect yaiu yang kaya semakin kaya dan yang
miskin semakin miskin. Hal inilah yang kemudian
dikenal schagai tumbuh suburnya kolusi, korupsi,
dan nepotisme (KKN) di Indonesia. Pembagian
pendapatan potensi antara pemerintah pusat dan
daerah mengalami ketimpangan. Schingen daerah
tidak mampu untuk membangun daerahinya secara

mandiry funa pemberdis v nosy arabon
Kedua persoaban pokob teeschut adalal vang,
mendasan setop bobah covaee terpadi i

Indonesia  Arus  perubahan  dalam  reformasi
menuntut  adanya petha-lmn di segala bidang
kehidupan masyarakat 'di semua lini, baik dalam
proses demokratisasi yaitu dengan ptmb.than mlem
politik dan ck i yang p
perbaikan kescjahteraan masyarakat, maka d:ngm
lahimya UU No22 tahun 1999. tentang otonomi
daerah adalah terbuka leharnya peran dan partisipasi
masyarakat scbzpai pelaksanaan proses
demokratisas di dalam  penyelenpgaraan  peme-
rintahan untuk melaksanakan setiap kebijakan foka)
yang disclenggarakan  oleh  pemermtah  daerah.
Sehingga masyarakat  menjadi "subject” bukan
schagai “object” pembangulian

Pemenintah pusat femberikan bentuk dan
sistem otonomi yang berpeda-beda kepada setiap
dacrah sesuar dengan tuntjtan dan cirl khas daerah
tersebut, secara filosofis Jentang otonomi khusus
Provinss NAD nomor Ta Tahun 2001 dicabut dan
diganti dengan UU Nomog 11 Tahun 2006 tentang
Pemenintahan Aceh  Mal! i dikarcnakan dalam
pelaksanaannya UL Nnnni 18 Tahun 2001 tentang
otonomi Khusus bags Provinas NAD termyata belum
cubkup memadar dalam 1acnampung aspirasi dan
kepentingan  pembangunar{ ekonomi dan keadilan
politik Serta memunculki kmﬂlk dan pelanggaran
hak nsast  manusia y-ng luar  biasa, untuk
mengakomodir  aspirasi masyarakat  maka
mendorong  lahimya  Undang-undang  tenlang
Pemerintahan Acch denpad pmmp otonomi seluas-
luasnya Pemberian luasnya dibidang,
politk kepada masyarakdt Aceh dan mengelola
pemenntahan daerah sesdai denpan prnsip good
governance yailu fransparan, akuntabel,
professional, efisien, dan elektif dimaksudkan untuk
sebesar-besarnya kenakmuran mmasyarakat di Acel
konschuensi dan pembenian otonom seluas-luasnya
tersebut adalah masyarakat Aceh memiliki peran
serta dalam setiap proses kebijakan publik. Wujud
partisipasi yang dimiliky olch masyarakat bharus
dumplementasikan tudak waja sehara hak. tetapi
Juga schagar kewapiban dign tangeung jawah

Aceh merupakan  alah satu doerah sang
mempunyal kitar belaban s sejarah yang berbeda
dongan dacrah-dacrah lun Sepab pra bemcrdekaan,
hubungan Indonesia denean Acch sang mempunya
bentuk berbeda pha dibandingkan dengan daerali-
dacrab lannya. Menurut Syamsuddin (1999 282)
Pada  tahun 1949  presiden  Sockamo  permnah
menyatakan Aceh sebagar dacrah modal Indonesia
Ketika dacrah-dacrah lain kluk pada kolomal
Belanda, Acch malah membantu dan menunjukkan
kesclinannya  kepada  Indonesia  dalam  bentuk
pemberian bantuan  militer, politik, ckonomi
menghadaps agresi kolonial Belanda

3. HASIL PENFLITIAN DAN PEMBAIASAN

Partisipast masyarakat &abun penimusan CUPA
nomor L1 Fahae 20

o Qanun Acch, terdanm
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beberapa terminology yang digunakan dengan istilah
peranserta masyarakat, yaitu ikut serta, partisipasi,
dan peranseria. Istilah ikut serta dapat ditemukan
pada l‘au.l 24, yaitu setiap penduduk  Acch
berkewajiban untuk 1kut serta dalam memelihara dan
menmghathan  derajal  keschatan  perorangan,
keluarga, dan linghungan. Istilah partisipase dapat
kita temukan dalam Pasal 78, 98, 155, 220, dan
Pasal 218 Pasal ini berbunys, Schiap tahapan
penyiapan dan pembahasan qanun harus terjamin
adanya ruang partisipasi publih Sedanghan istilah
parisipass dapat diperhatihan  dalsm  penjelasan
umum.  Sckalipun istilab  partisipast  sebagay
“letteriyk ™ hanya .lcn.lqul dalam Penjelasan Umum

Berdasarkah wawancara dengan Dr. Rasywdin
sclaku akadeauss Unimal, dalam proses pengodokan
draft UUPA sudih menunjukkan komitmen yang
bagus dan semua clemen masyarakat dan wujud
paruisipasi tersebit belum pernah dilakuban olech
dacrah lun di Indonesia, khususnva  dalam
menghasilkan drak qanun UUPA, mamun  Liming
yang diberikan selima 4 bulan masih dirasa singkal
karena banyak haliyang harus dibahas secara lebih
mendalam, adapupn  dalam  pengodokan  ganun
tersebut adalah  Keterwakilan makyat, ulama dan
cendehiavwan, DPR  KabupatenKota, akadermisy,
LSM, proses pcm,}\luhn dral UUPA difasilitass
oleh 3 llnlvmnus|)'nng ada di Aceh diantaranya
UNIMAL, Uns}'u! dan 1AINUIN  amaniry, dan
Pemda Acch Adnlun indikator pembahasan draft
qanun tentang  lerebaga ekschutill legislanl dan
yudikatif, llmmc.\\’lll Nangroe dan sumber daya
Acch  Pelaksanasn  pengodokan  drall  ULIPA
dilakukan melalw Proses Focus Growp Dovcussion
(FGD), dan hasil fiminya dilakukan melalur semimar
raya yang dilakukan pada ingkat Provinsi

Qanun  adalah payung kebyakan publik
mengenal peraturae  perundang-undangan  sejenis
peraturan  daerah  provinsi  yang  mengatur
penvelenggaraan  pemenntahan  dan  kehidupan
masyarahat Acch. Maka oleh karena itu sangat deal
dan sudah semestinya setiap proses  pembuatan
qanun harus melibotkan partisipast publik seluas
mungkin - Hal ani schagumana telah  ditentuban
dengan tegas dalam Qanun Aceh Nomor ¥ Tahun
2007 tentang tita cara pembentukan Qanun

Ada beberapa cara yang dapat diempuh
dalam upaya mewuwudhan parusipasi masyarakat
yatu dengan pelibatan peransenta masyarakat yang
berlanpsung secara harmonis dan partisipatil,. maka
pihak pemenintah harus menempatkan masyarakat
dengan segala e, gagasan dan performance pada
posisi yang sctara Schingga ndak ada persoalan
antara pemenntah dengan masyarahat Satu hal yang
penting i pahamu adalah pelaksanaan partisipasi
masvarakat harvs  didubung  dengan terwyjudnya
prnsip aceountabdme Schingea dengan keterbukaan
Jumuachinban mos uakat kat memikirkan dan
meniberthan pand can serta pertimbangan dalam
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pengambilan  keputusan  pada
rancangan hebijakan publik

Menurut Dr. Rasyidin Partisipasi masyacakat
atau  keterwakilan  masyarabat  sudah  optimal
dilaksanakan, dan  aspirast masyaranat diakomodi
oleh pihak penyclenggarm namun pada hasil skl
bargaining poliik antara pemenintah daetah dan
pemerntsh pusat tidak  semua dapat ditampuny
berdasarkan proses  FGD  yang  dilakukan,
dikarcnakan  proses  penpodokan  dialh - melaluy
konsep hompetatil dan beberapa lembaga yang
diberikan - wewenang,  pemenintah - Aceh adalah
desentralisast  asunetns,  kalau  dikaji kebyakan
UUPA  merupakan hado politih dan pemerintah
pusat untuk berbaik hatr kepada pemberontak GAM,
untuk meredam konflik Aceh, olch scbab itu peran
pobitik dan andil pusat sangat kuat

Secara filosolis, ada dua tujuan wlama yang
ngin dicapar dart penerapan kebijakan descatralisas)
yaitu tuan demokrast dan tuguan kesejahiteraan
Tujuan demokrast akan memposisikan pemenntah
dacrah  sebagar anstrumen pendidikan poliuk i
tingkat lokal yang akan menyumbang terhadap
pendidikan polith secara nasional sebagar elemen
dasar dalam menciptakan kesatuan dan persatuan
bangsa dan negara serta mempercepat terwujudnya
masyarakat madam atau el soceety Tujuan
kesejahteraan mengisyaratkan pemenintahan daerah
untuk meninghathan kescjahteraan masyarakat lokal
melalut penvediaan pelayanan publik secars efekul,
elisien dan chonomis Dan tataran Gilosohs tersebut
bahwa pemenntahan dacrah diwntat untuk mampu
menscjaliterakan  masyarakat  lokal  secara
demohkratis. Dan harus mampu mengartikulasihan
seria  mengagrepasihan - kepentingan  masyarakat,
mengahomodasihan - pluralitas - sosial - ke dalam
perencanaan dan  kepiatan  pemerntahan dacrah
melalui penyedisan ruang untuk partisipasi publik,
transparansi dan akuntabilitas. Pembenian otonomi
dan  pemenntah kepada  daccah otonom  pada
dasamya erdapat dua pola yang lazim diteraphan
secara umversal yaitu
I Pala otonomi  terbatas,  yakni kewenangan
dacrah hanva terbatas  pada  urusan urusan
pemermtalian yang ditetaphan secara linital
oleh peraturan perundang-widangan
Pola otonomi  luas  (gencral  compeiencel,
yakni dacrah dibenikan kewenangan yang juns
untuk mengatar dan mengurus urusan-unisan
pemerintahan yang terkait dengan kepentingan
masyarakat dacrah tersebut  kecuali urusan
pemerintahan  yang  ditetapkan  menjudi
kewenangan  Pemenntah. Pengecualian yany
lazim  dibeclabukan  adalah  wrusan-wrusan
pemenntaban yang memuliki dampak nasional
ataupun ntermasional  sepert, politde luar
necent pertalinan, keamanan, moncter dan
Tkl maconal, dan arama

sctiap  badang
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Scharusnya  pemenintah daerali  sudah
memahami hal i secara mendalam, sehingga setiap
ada kebijakan terdapat pelibatan unsur masyarabat
dalam arti membuka ruang Auang publik (publi
ypace and sphare) gana mendapaikan masukan ide,
pArasan, serfa Aspirasi masyarabatl secara partisipatil
dalam  pembangunan  dan penyelenggarsan
pemenintahan, Wangunan sosal polink yang sda di
bangsn  Indonesia, solama i belum  ditemiikan
adanya sebuah nekanivme syslem yang mampn
menjembatans antaea poleical sociaty dengan civil
soctery  yartu tinghat Kebstulian masyscakal dengan
apa yang divancang dan dilabuban olely pemerintah
Schingpa kemudian yang tegadi] adatah setiap
kebijakan yang diberlakuban tidak sinkron dengan
tunpghat kebutuhan masyarakat Hal [ terjadi sebab
selama inie antar kedua level instfush i terjadi
keterputusan  akses  komunikast | polinik,  dan
mformast antara masyarabat  dan penyelengpma
Kekuasasn Semangal — otonomi dihdrapkan mampu
mewujudhan demokrast dan partisip st Bidak teradi
tank menank  kepeatingan  dapat  diminimalisie
dengait mencobia mendesain ulmzl‘prun masing-
masing phak  untuk  menemukan Ytugas masing
masing  Schingga  komponen ini) dapat beberga
sccara sinergis untuk  kepentingan | bersama demi
terciptanys keadilan dan kesejahterng masyarakat

Sedangkan menunit Prof Warsito Utomo,

formulasi dan  penerapan lllllﬂlxl desentialisani
berdasarkan pada Undang-undang No § taliun 1974
dilandast oleh aralan polink Ontle Daru yang
betorientast  pada tpga hal, yagu  bagaimana
membangun legitimasi sehapai penpaasa, bagamana
membangun stabilitas demi pembangunan dan yang
ketiga bagaunans membangun kebuasaan schagal
pemenintah pusat yang mempunyam keweoangan di
dacrah-daerah Maka tdak - mengherankan untuk
mencapan ket hal tersebut, menurut prof. Warsito,
penctapan wve of authoray menjadi leib besar, luas
dan kuat  danpada  freedom  for  subordinate
Konotasinya adalah  penetapan pendekatan
heamanan (secwriny apypeoach), dare Khoasos untuk
formulasi dan implementas pemeriitatian di dacrah
dinampakkan snlah Pengaasa tunggal’, *Dacrah
dacralinya  pusat, Pusal prsatnya doveah’  serta
‘dehonsentrast sama keduduhan dan pentingnya
dengan  desentralisas akibatnya  dekonsentinsi
menjnds overshadowing desentealisest

Partisipasi dalam Pembuatan Kebijakan

Ide dalam perlussan partisipast berasal dari Juergen
Habermas  yung memben inspirasi babwa  perlu
adanya muang publik yang otonom di luar dan
domain nepara sehapga prasyarat pelibatan aktivitas
masyarakat  yang  tdak  semudabnya  mendapat
legitimast terhadap sistem polink. Ruang publik
tersebut dapat dimanfastban sebagn sarana debat
oping, bersuara dan menycleraskoan posea yang sama

denean arpumentast vane  ronal  Thiberimas

sobenarmyn berbeingan agar setlap Individu menjadi
aktor yang penting dan beraiti datan komunitas
politk. Penehacan Hlabermas sebenamya wdalah
tersedianya ruang publik yang ada dan tsrjamin i
dalam honstitusi Kacenn negarn sebagai shtor dan
sttt polink punys bewenangan yang luar biass
dalam  mengaahhan  maksd  dan  tujuan
pembangunan, dengan  atau  tanps  keterlibutan
masyarabat  Padaisl - objeh  dan  penertina
manfaatnys adalah masyursbat i sendirl Dalam hal
tersebut, masyasabat  sudah waktunya dilibathan
dalam pembvatan bebipaban dengan memanfaakan
rwang publik yang disamoaban oleh Habermos
Pada mase  Lampau, untuh  mengatasi  adanyn
hesenpanpan  antare  pemedinial dan masysrabat,
pemerintah  mclakuban berbagal tindaban politik
dalam  rangha  memperbual  partisipasi  dimana
kelompok sl diberi k patan dan ruang
untuk menyuarshan aspirasings D1 samping ite,
penguatan  kelembagaan  juga  dilskuban  oleh
pemenintah untub menjadi lebil responsif, akuntabel
dan awnparan techadap  berhagai  tuntitan  dan
miasyarabat

Konsep partisipasi poliik telsh berbonverpen
dengan memperhaliban aspek pelibatan warga dalam
formulass kebjaban dan smplementasi behijaban
tersehut Partisipast politk yang dimakssd menjad)
Iehih  dalam  sebagal  upays  warga  dalem
mempengaruhi pemeruntal dan memuta komimen
terhadap akuntabilitas Pastisipasi masyarsh af dalaim
prines pembuatan kebijaban dulu hanyalah sebuah
mekanisme konsultatf Namua sering dengan erg
reformast,  maka  menguatnya  hebutuban  dan
perspektil  dalam  pelayanan  seperti  aps dun
kebijakan yang semestinys harus ada, meyahinkan
balhwa perlu ada peninghatan dan  pendalanian
partisipast yang nantings aban meapsds bontrol
Partisipass - warga dapat  didefenvaban  sebaga
perluasan agenda masyarabat, di mane masyardkos
dapat memobilisass dan mersimnshan tuntutenys

Dalam banyah  nepara, upays  pelibatan
kelompob marjinal dan *belompok  miskm  sadah
terhhat Tanya saja hal i meyakinkan kita beraama
haliwasanya mekanime perwabilan tidab lale efoknf
dapat inemben pengaruli tethsdap bebutuban dan
kewmpinan  kelompok  munoritas Peschanaonya
kemudian  masyacakal  meouliks hak etas
pembangunan tdak  lagr  diposisikan sebagn
penerima manfaat. Hak akan menjadi kenyataan tila
warpn negara dilibathan dalam proses pengambilan
keputusan terutama menyanghut hidupnya

Pada bulan September 2003 Pemenntah K1
meminta Pemerintah  provioss  Nangroe  Aceh
Darussalam untuk menyusun draft awal Pemerintaly
provinsi mendelepasihan kepada tiga  Pergurvan
Tingezi yaitu Universitas Sytah Kuala Bands Aceh,
TAIN Ar- Ramry Buanda Aceh dan Universtas
Malikussalelh
berbign peruruan (e e hut mensusen dea®
awal pancanan e s and c ponorod don Aceh

Phokscumase pard delepaa dan
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(RUU-PA)  proses  yang  dilakukan  melalui
penjaringan  input dant seluruh  komponen
masyarakat Aceh ( akademisi, Ulama, ormas,

LSM/NGO, masyarakat sipil dan GAM)  Pada
akhirnya, keempat draft tersebut diseminarkan oleh
pemenntah  Provinsi NAD Banda Acch yang
menghasilkan dralt versi Pemenntah Provinsi NAD

Rancangan  Undang-Undang  pemerintah
Acch ini danggap relauf aspiratif, partisipatif dan
demokratis, meskipun  belum  maksimal, dewan
perwakilan rakyat rakyat daerah (DPRD), kerbali
melakukan penjaringan aspirasi keseluruhan daerah
Kabupaten/Kota. Setelah penjaringan, drall tersebut
dikombinasi dengan draft verss pemenintah NAD
dan dibahas di DPRD NAD, schingga menghasilkan
satu draft RUU yang dianggap mewakili rakyat
Acch. Draft inilah  yang, kemudian diserahkan
kepada pemerintah melalui Departemen  Dalam
Negeri (Depdagri)

Sebelum  duserabkan ke pemenintah  pusat,
drafl tersebut telah mendapat kniukan dan sebagian
masyarakat Aceh, seperti Ulama yang menginpathan
agar RUU tersebut janpan sampai melanggar agama
knitikan tersebut disampaikan dalam
penyelenpparaan musyawarah Ulama Acch yang,
diadakan di Lhokscurnawe, menghasilkan beberapa
rekomendasi selanjutnya diserahkan kepada Pansus
RUU-PA DPRD NAD, adapun rekomendasinya
adalah, 1) Penpelolaan penguasaan penuh hasl
sumber daya alam di daerah laut, tenitorial perawan,
2). Adanya jaminan pelaksanaan syarist islam 3)
peran majelis permusyarawatan ulama sehagai mitra
pemenntah daerah dan DPRID  4) zakat dan
pegalanan hayi dikelola oleh pemenintah Provins
dan  kabupaten/Kota 5y Perlindungan  dan
pemeliharaan benda-benda bersejarahyang memiliby
nilai budaya. 6) Kepada ungku imum dan tuha
peuet, perla diberikan kewenangan menyelesakan
sengheta perdata dan pidana, yang terjadi dalam
pampony (desa) sesvan adat istiadst Aceh, dan 7)

Keputusan mahkamah  syanah NAD harus
mempunyai kekuatain hokum  tetap  terhadap
peradilan syanmat Islam (Scramba Indoncsia, 16

November 7005)

Menirat Amrizal J Prang proses perumusan
draft BULLPA di Aceh hanya beberapa bulan
tepatnva pada akbir tahun 2005 draft tersebut
diseraliban kepemerintah Pemenintah merurnuskan
dan menghombing  kan  dengan  drafl  versi
pemenintah khusunva departemen Dalam Negen,
pembahasan RIUTT-PA dutingkat pemerintah berjalan
alot, persoalan tersehut disampaikan oleh Teuku
kamaruzzaman bahwa pemenntah pusat menghapus
sedibitnya 37 pasal dalam draft usulan pemenintah
DPRD NAD, dantaranya pasal pengaturan calon
mdependen dan kewenanpan peneelolaan sumber
daya alam

Menurut nowon Al selaba abademeg yane
menyrawal pro v oan PULLPA menyatakan
bahwa selumih v s e as e A b memuliby komtmen

yang sangst tinggi untuk terwujudnys ULIPA hal
tersebut dmnyalakan olch Fery Munyidan Haldan
anggota komisi 1 DPR RI Aceh yang berharap apar
pemenintah sepera menyerahkan RUU-PA bepads
DIFR K1 Warspan yang sama juga diunjubban oleh
kalangan diluar legaslatl dan eksebunl, kalangan
socicty bak yang ada di Acch maupun yang ada di
Jakarta membentuk satu jaringan pengawalan RIY
PA  sccata temporer  dibawah  wadah  janngan
demokrass  Aceh  (JDA)  Kelompok  tersebut
kemudian secara konsisten dan intens melakuban
pengawalan RUL-PA di DIFR BI Karena RUL-PA
dianggap sehaga aspuas: masyarakal Aceh

Rancanpan Undang- Undang  Pemerintah
Acch mendapat ancaman dan luar parlemen, ¢
mana pihak GAM menilas Lasil pembaliasan &
pansus felah melenceng dan Mol serta aspiras
rakymt Aceh Mepurut T bamaruzzaman dan faisal
putra dikutip dare Amrizal 1 Prang ( 2007 20,) ada
sepulul hal  penting  yang harus  dipertistiban
duantaranya | Judul, Pemenntah  Aceli 2)
Ketegasan soal bewenanpan pemenntah Aceh tampa
distorsi. 3)  Persetujuan DPRD Aceh beps
pengambilan  kebijakan  menpenai Aceh 4)
kewenangan Penpelolaan Minyak dan Gas. §)
Pemisahan eksekutifl dan legislanf 6) Panai poliuk
lokal yang mandiri 7) Kewenanpan pemerintah Aceh
melakukan pingaman luar Negeri 8) Penpadilan
HAM di Acch wajib di bentuk dalam batas setahun
setelah penpesahan  Undang-undang, 9) koms
Kebenaran dan rekonsihast wapb dibentuk dalam
batas setaliun sejak pengesahan Undang-undang, 10)
Peradilan  sipil bagi Militer  yanpg  miclakukan
kejaluatan sipil

Rancangan Undang-undang Femenntah Aceh
disetujm oleh DPR dan presiden pad  tanggal 11 juls
2006, pada tanpgal | Apustus 2006 disabikan olch
presiden menjadi Undang-undang no 11 tahun 2006
tentang Pemenntah Aceh yang terdin dari 40 [3ab
dan 273 Pasal dan dimasubban dalam lembaran
Negara Republik  Indonesia tahun 2006 Proses
pembentuban  Undang-undane Aceh
menjadi menank untub dikay karena dalam proses
penvusunannya  mehbathan  seluruh komponen
masyarakat Acch yang berbeda dengan undane-
undang  politk dan Undane  -Undang  otonomi
dacrah  lainnya  Proses  penyusunan  UU-PA
dilaksanakan sesuai dengan konstitusi (UUD 1945)
Yaitu terdin dan tiga hap pertama  proscs
penyiapan  rancangan  Undang-undang,  yang
merupakan  proses  dihalangan  pemerintah  atau
dewan  perwakilan  rakyat,  Kedua, Proses
mendapathan  persetujuan,  yang  merupakan
pembahasan di Dewan perwakilan Rakyat Kengpa,
Proses penzesahan oleh Presiden dan penpundangan
olch Menten Negara Sekretaris Negara atas peruiah
Presden, pamun sebarane pengundangan diishukan
Lav olel ment oo Hlabame dan Hab Asas Manuaia

Pemenmtaly
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Qtonoml  Masyarakal
Otoromi Dacrah

sebagal Implementasi

Arti penting yang harus dijiwai pada pelaksanaan
otomomi daerah adalah dilaksanakannnya otonomi
sesuar dengan prinsip-prinsip demokrass, partisipasi
masyarabat, pemeratasn dan keadilan berdasarkan
keanckaragaman [acrah. Artinya penyelengparaan
olonom woara aktual dapat memberdayakan seluruh
komponen dan potensi Daerah setemnpat berdasarkan
bawdah  kerangka MNegara  Kesatuan  Republik
Indonesin (NKRI) Otonomi dapat menghasilkan
schuah upaya pemberdayaan masyarakat dalam
kerangha demokratisasi di daerah, pelaksanaan
otonomi dacrah harus difahami sebagar otonomi
masyarakat dan bukan hanya otonomi pemenntah
dacrah saja.

Pemenntah  dacrah  scharusnya juga bisa
menyadari anti penting kontrol yang dilakukan olch
masyarakal, dengan memberikan ruang gerak yang
cukup lcluasa sebagai wujud transparansi di dalam
penyelenggaraan  pemerintahan  dalam  setiap
mengambil kebijakan Masyarahat harus
ditempatkan scbagai ujung penentu diberlakukannya

sctiap  kebijakan  didacrah  sebagai  wujud
implementas)  pelaksanaan  demokratisasi  dalam
otonomi

Pemerintah dacrah merupakan institusi yang
diberi wewenang olch pemerintah  pusat  untuk
merumuskan kebijakan, lahimya kebiyjakan Undang-
undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Undang-
undang  pemenntahan  Aceh, dalam  proses
perumusan draft rancangan Undang-undang tersebut
dimlai melalui proses partisipatif meskipun memiliki
banyak keterbatasan, kebijakan tersebut di nilai
partisipatif dikarenakan dalam perumusan kebijakan
telah melibatkan banyak komponen scperti kaum
intelektual kampus, Ulama, cendckiawan tokoh
adat,instansi pemerintah, LSM/NGO,
mahasiswa, TNIPoln diL dengan  alasan
perimbangan supaya kebijakan nantinya akan lebih
bersifat  abademis, mendalam dan  meogandung
makna filosofis serta historis dari berbagai sudut
pandang Sclanjutnya hasil bahasan dari intelektual
kampus  di seminarkan  oleh  pemda  dengan
mengundang perwakilan dan komponen masyarakat
dari seluruh dacrah di Aceh Hasil seminar yang
mengundang  lebih  senbuan  masyarakat Aceh
kemudian diserahkan ke DPRD NAD dengan
tembusan Depdagri Kemudian dewan perwakilan
rakyat melakukan penggodokan dan pengkajian
kembali draft hasil seminar tersebut, guna
melakukan pengkajian dan perbandingan kembali
terhadap semua draft yang telah ada

Keterlibatan publik juga terus dilanjutkan
pada proses pengawalan dzn pengamatan sctiap
pembahasan di berbagai jenjang pembahasan RUU
PA. Sehingeza tim ACSTE mensmabkan dengan
Jarmgan  Demokrasi Acelh,  disrenalan sudah
semakin banyah elemen dan unsur 300 boroabune,

Kemudian setiap informasi dan hasil pembahasan
didiskusi di Aceh, dengan melibatkan berbagai
komponen dan juga partisipasi jaringan perempuan
serta DPRA. Semangat perbaikan Aceh didasari
pada semangat untuk perbaikan dan pembaharuan
Indonesia, menjadi dasar terus meningkatnya
dukungan terhadap muatan RUU PA milik
masyarakat Aceh mendapat dukungan serius dari
komponen prodemokrasi dan HAM di pusat, guna
meyakinkan berbagai pihak baik di  eksekutif,
legistatif, bahwa RUU PA merupakan solusi
penyelesaian konfhik Acch secara konferchensil, dan
akan menjad) pemicu untuk proses demokrasi serta
pembaharuan  Indonesia, menjadikan kebutuhan
pengoptimalan  muatan  UU  PA  merupakan
kebutuhan publik nasional. Dalam proses perumusan
dan pengawalan RUU PA dan perumusan drafl di
Aceh sampai saat draft pemerintah diserahkan ke
DPR RI, keterlibatan akiif komponen masyarakat
Acch terus dibuka. bisa dikatakan bahwa kontribusi
publik yang mendorong semua Lim perumus dan
pengawal berkonolidas dan melebur menjadi satu
tim bersama. Bila ditinjau dan aspek transparansi
dan ruang yang disediakan oleh DPRA sangat
hi syarat schbagai suatu proses yang
transparan dan terbuka bag keterbbatan publik.
Meskipun pada pembedahan draf dan aceh sempat
di tutup-tutupi keterbukaan dan akemodatifnya olch
pemerintah pusat, yaitu dengan menuiup ruang
akses publik, guna mengakomodasi kembali muatan
yang terkandung dalam draft Undang-Undang
Pemerintah  Aceh, serta dihapuskannya semua
tan yang ghas ke gan  Acch,
kemudian pada masa pembahasan di DFR Rl ruang
publik kembah di buka lebar, dan keserusan DPR
RI untuk memihak rakyat dan mengedepankan
kepentingan rakyal mulai lerwuyud dalam proses
lahimya Undang-undang nomor 11 Tahuna 2006

4. PENUTUP

Masyarakat harus dfempathan  sebagay  wjung
penentu diberlakukannya setiap kebsjakan di dacrah
sebagai wujud implementasi pelakzanaan
demokratizasi dalam otoaomi. [h samping it
manfaat yang dapat diperoich danm  parisspan
masyarakat im1  adalah Pengambilan kepurusan
publik secara partusipatf sanzat hakida  agar
keputusan  fersebut  benar-benar mencerminkas
kebutuhan, kepentingan serta keingman masyarakat
dan bukan scgelintr orang (elite) Selanjumya
Manfaat lain dan proses pengambilan keputusan
publik secara parusipatif adalah memben legitimasi
publik’sosial terhadap keputusen publih, schingza
tingkat penerimaan masyarakat (public accepance)
terhadap keputusan tersebut menjadi sangat tingzt
Pelibatan  masyaralat  yang
melahirkan  swate kepercavawn  diri
baliwa  mercha
masrer “dan

germume
masvarale
merasaban  Thons oo oes
keputusan e b Komadiar

267

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

LY
Proceeding Sumposium Naswwnal AsIAN V, 7-9 Agustus 2015

Jurusan LAN FIS UNP Padang dan IPDN Kampus Baso Agam Sumater Barst

pengambilan keputusuan publik secara terbuka dan
partisipatif juga mencegah timbulnya penyimpangan
kewenangan (abuse of power). Akhirmya dengan
penyelenggaraan pemerintahan sceara partisipatif ini
dapat mendukung gagasan  keterbukaan  dan
partisipasi  masyarakal  dalam  mencegah
penyimpangan penggunaan sumber daya publik.
Diharapkan kebijakan tentang  Undang-Undang
Pemenintah  Acch uniuk mampu mengimples
mentasikan meskipun ada pihak yang merasa
aspirasinya  tidak tertampung semua.  Schingga
kebijakan ini mampu membangun ketertinggalan
Acch menuju Aceh baru yang aman dan damai,
makmur scjahtera, bermartabat, dan islami sesuai
dengan aspirasi masyarakat
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I. PENDAHULUAN

Salah satu kewapiban konstitusional negars terhadap
anak  adalah  menyediakan  pendidikan  yung
berkualitas.  Ketentuan  tersebut  duatue  dalam
sepumlah peraturan, baik dalam Undang Undang
Dasar 1945 maupun Undang-Undang Nomoer 20
Tahun 2015 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Pada bagian pembukaan Undang-Undang  Dasar
1945 bahkan  discbutkan  bahwa  mencerdashan
kehidupan  bangsa merupakan salah satu tujuan
nasional Indonesia

Sclain pada bagian pembukaan, kewajihan
negara  untuk  menyediakan  pendidikan  yang
berkualitas juga discbuthan pada pasal 31 Undang-
Undang  Dasar 1945, Pada  bagun  terscbut
discbuthan  “Setiap  warga  negara  berhak
mendapatkan pendidikan ™ Pada pasal 2 discbuthan
“Setiap  warga  negara  wapb  mendapatkan
pendidihan dasar  dan pemenmtah wayib
membuayanya™

Sccara lebih operasional ketentuan tersehut
diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2013 Pada Bab IV tentang Hak Dan Kewajiban
Warga Negara, Orang Tua, Masyarakal, dan
Pemenntah  Bagian  Kesatu  tentang  Hak  dan
Kewapban Warga Negara, pasal § menvatakan
bahwa (1) Sctiap warga negara mempunyai hak
yang sama untuk  memperoleh pendidikan yang
bermutu, (2) Warga negara yang memihiki kelainan
fisk. emosional, mental, intelehtual, dan/atau sosial
berhak memperoleh pendidikan khusus, (3) Warga
negara di dacrah terpencil atau terbelakang serta
inasyarakat adat yang terpencil bechak memperoleh
pendidikan layanan khusus; (4) Warga negara yang
memiliki potenst kecerdasan dan bakat istimewa
berhak memperoleh pendidikan Khusus® (5) Sctap
warga negara  berhak  mendapat  kesempatan
meninghatkan pendidikan sepanjang havat.

Sclanjutnya, pada pasal 6 dinyatakan bahwa
(1) Setiap warga negura yang berusia tyyuh sampai
dengan lima belas tahun wayib mengikuti pendidikan
dasar dan (2) Setiap warga negara bertanzruns

piwah terhadap keberlangsungan penyelenyearian
pendidiban Pasal tersebut dipertegas ofch peal 10
e menyatahan  babhwa (1) Perveroraln don

Pemerintah  Daerah  berhak  menparahkan,

bimbing,  memb dan | mengawasi
penyelengparaan  pendidikan  sesfai  dengan
peraturan perundang-undangan yang therlaku, dan
pasal 11 yaru (1) Pemenintah dag Pemerirtah
Dacrah wajib memberikan layanan dan kemudahan,
serta menjamin terselenggaranya pcnilsd:hn yang
bermutu  bag)  setlap  warga  nigara  tanpa
diskrunman, dan (2) Pemenntah da3 Pemenntah
Dacrah wapb menjamin tersedianyq dana  guna
terselenggaranya  pendidikan  bagi  ftiap  warga
negara yang berusia tupub sampai deng) n lima belas
tahun

Pengulangan penyebutan mengenai
kewajiban negara menunjubkan bahwa kewajiban
negara  untuk  memenuhi  pendidikds  warganya
merupakan  kewapban  vang berafft mendasar
Begitu pula pengulanzan penyebutas bak warga
nepara dapat diartiban bahwa hak warga negars
untuk  mendapathan  pendufikan  berkualitas
merupakan  hak  mendasar  (deh  karena  ifu,
pemenntah memiliki tnprung jawah moral dan
konstitussonal untuk menempuh berabagai strategs
agar warga negaranya memperoles  pendidikan
berkualitas.

Meskipun telah duatur dalam produk hekum
yang ketat ternyata belum semua anas di lndonesis
memperolch  haknya”  menenma pendidikan
berkualitas, Menunit Sensus Pendudic. 2000 lebah
dan 3.5 jputa anak anak vang berusir antars 7 16
tahun  telak  berscholah  Dari jamlah  terebat
seyumlah 1.4 juta anak-aak berusa S dan 2.1 pata
anak-anak usia SMP Mayoritas arak-snak yang
tidak bersckolah i berhents seholyd pada perode
transisi dan Sekolah Dasar (SD' ke Sckolah
Menengah Pertama (SMP) dan dan SAMP ke Scholah
Menengah Atas (SMA)

Menurut Bank Dumia (2012) siswa’i tulusan
SMP 27 perscu letub hecil kemungh nannyva berasal
dari keluarga miskan, dan siswa'l bubzsan SMA, 49
persen lebih kecil hemunghmanmya berasal dan
keluarga miskin. Anak-anak dan ke'uarga termishin
empat kali lebth munghm puts stholsh danpats
mereka yang beryal dan keluarsa rarpa Adapun
70 persen  anak-anak  deneor bertgaon
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